BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 36
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja yang
optimal perlu penyelarasan tugas dan fungsi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
perindustrian dan perdagangan antara pemangku
urusan pemerintahan bidang perindustrian dan
perdagangan di Kabupaten Sumba Barat;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Nomor 107 /M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 8/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Sumba Barat
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumba Barat;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 36
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sumba Barat;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indinesia Nomor 8
Tahun 2015);



6 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Nomor 107 /M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 8/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

8 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumba  Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2
Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 0062);

9 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 36
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba
Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 36
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUMBA BARAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 36
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba
Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 36), diubah
sebagai berikut :



1.

(1)

(2]

(3)

(4)

(S)

(6)

Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf d dan ayat (6),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
a. Dinas;
Sekretariat;

=

Bidang;
Sub Bagian;

C
d
e. Seksi;
f. UPT Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang, terdiri dari :
a. Kepala Bidang Industri Agro;
b. Kepala Bidang Industri Kimia, Logam, Elektronika, Tekstil, Kulit dan
Aneka;
c. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri; dan
d. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada
sekretariat dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, terdiri dari :
a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada pada
masing-masing bidang dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, terdiri
dari :
a. Kepala Seksi pada Bidang Industri Agro, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
2. Kepala Seksi Industri Makanan/Minuman, Hasil Laut dan
Perikanan.



b. Kepala Seksi pada Bidang Industri Kimia, Logam, Elektronika,
Tekstil, Kulit dan Aneka, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Industri Kimia , Logam dan Elektronika;
2. Kepala Seksi Industri Tekstil, Kulit dan Aneka.
c. Kepala Seksi pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Sarana Distribusi dan Logistik;
2. Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
d. Kepala Seksi pada Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,
terdiri dari :
1. Kepala Seksi Standarisasi, Pengawasan dan Pengendalian Mutu;
2. Kepala Seksi Metrologi.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3,
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal S

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai
tugas :

a. membantu Bupati melaksanakan urusan bidang perindustrian dan
perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang Industri Agro, Industri Kimia,
Logam, Elektronika, Tekstil, Kulit dan Aneka, Perdagangan Dalam
Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;

2. pelaksanaan kebijakan bidang Industri Agro, Industri Kimia,
Logam, Elektronika, Tekstil, Kulit dan Aneka, Perdagangan Dalam
Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Industri Agro,
Industri Kimia, Logam, Elektronika, Tekstil, Kulit dan Aneka,
Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga;



4. pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 7, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Kepala Bidang
Pasal 7

(1). Kepala Bidang Industri Agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya
saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan
industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan
produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan,
industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman
dan tembakau.

b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Bidang Industri Agro mempunyai fungsi :

l. perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim
usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri,
teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri
hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada
industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil
laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim
usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri,
teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri
hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada
industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil

laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;



3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya
saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan
industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan
penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan
perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta
industri minuman dan tembakau;

4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya
saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan
industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan
penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan
perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta
industri minuman dan tembakau,;

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan
penguatan  struktur industri, peningkatan daya saing,
pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,
standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industry
strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan
produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan,
industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri
minuman dan tembakau; dan

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Bidang Industri Kimia, Logam, Elektronika, Tekstil, Kulit dan

Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b,

mempunyai tugas:

4.

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya
saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan
industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan
produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir,
industri barang galian non logam, logam dan elektronika serta
industri tekstil, kulit dan industri aneka.



b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Bidang Industri Kimia, Logam, Elektronika, Tekstil,

Kulit dan Aneka, mempunyai fungsi :

1.

perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim
usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri,
teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri
hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada
industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian
non logam, logam dan elektronika serta industri tekstil, kulit dan
industri aneka;

pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim
usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri,
teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri
hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada
industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian
non logam, logam dan elektronika serta industri tekstil, kulit dan
industri aneka;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya
saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan
industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan
penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu,
industri kimia hilir, industri barang galian non logam, logam dan
elektronika serta industri tekstil, kulit dan industri aneka;
pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim
usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri,
teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri
hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada
industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian
non logam, logam dan elektronika serta industri tekstil, kulit dan

industri aneka;



5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan
penguatan  struktur industri, peningkatan daya saing,
pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,
standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri
strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan
produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia
hilir, industri barang galian non logam, logam dan elektronika
serta industri tekstil, kulit dan industri aneka; dan

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (4) huruf ¢, mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri.

b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai
fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pengendalian distribusi dan
ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting,
pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan
pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim
usaha, pengembangan sarana  distribusi  perdagangan,
perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan
melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam
negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan
menengah perdagangan;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian distribusi dan
ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting,
pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan
pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim
usaha, pengembangan sarana  distribusi  perdagangan,
perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan
melalui system elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam
negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan
menengah perdagangan;



3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan
pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi
perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha
distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan
sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan
perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses
pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan;

4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang
pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan
pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi
perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha
distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan
sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan
perbatasan, transaksi perdagangan melalui system elektronik,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses
pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan;

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian
distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau
barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri,
pembinaan pelaku dan wusaha distribusi, penciptaan dan
pembinaan iklim wusaha, pengembangan sarana distribusi,
perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan
melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam
negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan
menengah perdagangan; dan

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan

pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang

beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan
perdagangan.
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b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,

mempunyai fungsi :

L.

perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen,
standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib
ukur, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta

pengawasan kegiatan perdagangan;

. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen,

standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib
ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar,
serta pengawasan kegiatan perdagangan;

. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan
pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang
beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan

perdagangan;

. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang

pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan
pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang

beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan

perdagangan;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan

konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu
barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau

jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Bagian Kelima
Kepala Seksi
Pasal 9

Kepala Seksi pada Bidang Industri Agro sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (6) huruf a, terdiri dari :
a. Kepala Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk

pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional,

11



penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan,
pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri,
penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan
perkebunan;

b. Kepala Seksi Industri Makanan/Minuman, Hasil Laut dan Perikanan,
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri
nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan,
pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri,
penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan

perikanan.

(2) Kepala Seksi pada Bidang Industri Kimia, Logam, Elektronika, Tekstil,
Kulit dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b,
terdiri dari :

a. Kepala Seksi Industri Kimia, Logam dan Elektronika mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang
industri kimia, logam dan elektronika;

b. Kepala Seksi Industri Tekstil, Kulit dan Aneka, mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang industri
tekstil, kulit dan aneka.

(3) Kepala Seksi pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf ¢, terdiri dari :

a. Kepala Seksi Sarana Distribusi dan Logistik, mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana

distribusi dan logistik;
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a. Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri,

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di

bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

(4) Kepala Seksi pada Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, terdiri dari :
a. Kepala Seksi Standarisasi, Pengawasan dan Pengendalian Mutu,

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan
pelaporan di bidang standarisasi, pengawasan dan pengendalian
mutu,

Kepala Seksi Metrologi, mempunyai tugas melaksanakan perumusan,
pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, penyusunan pedoman,
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang metrologi legal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, iT Desember z0/8

1|

NIGA DAPAWOLE

f BUPATI

},.

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, IT 0eSember 3203

TBE
b

s mt&

_,,-f’

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 21
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